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Menimbang

Mengingat

NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk mendorong peningkatan prestasi kerja
pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai
penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah
diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
96 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Kesehatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 64 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja
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Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 283);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di
Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil pelaksanaan tugas
yang dicapai dari tindakan dan kegiatan setiap Pegawai
dalam  melaksanakan  tugas pekerjaan  dengan
menggunakan dan memanfaatkan sumber daya
organisasi.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang Pegawai yang disusun dan disepakati bersama
antara Pegawai dengan atasan Pegawai.

Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak
melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang
dinilai atau pejabat lain yang ditentukan.

Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat
Penilai atau pejabat lain yang ditentukan.

Standar Teknis Kegiatan adalah ukuran sasaran minimal
tiap kegiatan jabatan yang harus dicapai oleh pemangku
jabatan yang meliputi standar teknis kuantitas, standar
teknis kualitas, standar teknis waktu, dan standar teknis
biaya.

Sejawat adalah Pegawai yang dalam hubungan pekerjaan
berada pada satu level dan secara struktur organisasi
berada di bawah kepemimpinan Pejabat Penilai yang
sama dengan Pegawai yang dinilai.

Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang
wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi
jabatan.

Uraian Tugas Jabatan adalah suatu paparan atau
bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan
tugas pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam
kondisi pelaksanaan tertentu.

Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari
setiap pelaksanaan tugas jabatan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam
suatu satuan organisasi.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT
adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi
pemerintah yang berfungsi memimpin dan memotivasi
setiap Pegawai pada instansi pemerintah.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
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fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai yang
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

18. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disingkat PPKPNS adalah sistem aplikasi
penilaian prestasi kerja Pegawai berbasis web di
lingkungan Kementerian Kesehatan.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

di bidang kesehatan.

Pasal 2
Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di lingkungan
Kementerian Kesehatan merupakan acuan bagi Pegawali,
Pejabat Penilai, dan Atasan Pejabat Penilai dalam

melaksanakan penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

BAB II
PENILAIAN PRESTASI KERJA

Pasal 3

(1) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dilaksanakan oleh
Pejabat Penilai dan disetujui oleh Atasan Pejabat Penilai.

(2) Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan atasan langsung dari pegawai yang dinilai.

(3) Dalam hal Pegawai yang dinilai berpangkat lebih tinggi
dari Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
maka Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dilaksanakan oleh
Atasan Pejabat Penilai, kecuali untuk PNS yang
menduduki jabatan fungsional.

(4) Dalam hal Pegawai yang dinilai merupakan Pegawai pada
unit kerja non struktural di lingkungan Unit Pelaksana
Teknis maka  Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

dilaksanakan oleh pejabat lain yang ditentukan.



